
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 08? 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2017, 
perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR 

NOMOR 2t;; TAHUN 2017 

· WALIKOTA PEMATANGSIANTAR 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

Mengingat 

Menimbang 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik -Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
20 i 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3328); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tah un 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 



26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20.10 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

30. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 Tahun 
2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana 
Bagi Hasil Cukai Basil Tembakau, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
20/PMK.07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 tentang 
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan 
Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Talrun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penetapan · Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20.15 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 31 Tahun 2016 
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah · Tahun Anggaran 2017(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 874); 

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 
Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota dan 
Pemberhentian Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi 
Sumatera Utara; 

38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Daerah; 

39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah, sebagairnana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Pematangsiantar Nornor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 
6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pematangsiantar; 

41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan 'Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

46. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana ~elah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota 
Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan 
kedua atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 22 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Barituan Sosial yang bersumber dari Anggaran · Pendapatan 
clan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar; 

47. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Pematangsiantar Tahun 2017; 



19.869.056.133,56 Rp. 

Rp. 1.063.4 70.020.440,40 
2. Belanja: 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Belanja 
setelah Perubahan menjadi Rp. 1.083.339.076.573,96 

Defisit setelah perubahan menjadi (Rp. 148.432.838.715,56) 

· Rp. 934.906.237.858,40 

Rp. 923.896.291.131,40 

Rp. 11.009.946.727,- 
a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Pendapatan 

setelah Perubahan menjadi 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pematangsiantar Tahun Anggaran 201 7 semula berjumlah 
Rp. 1.063.470.020.440,40 bertambah sejumlah 
Rp. 19.869.056.133,56 sehingga menjadi 
Rp. 1.083.339.076.573,96 dengan rincian sebagai berikut: 

I. Pendapatan : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN : 

48. Peraturan - Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 
201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf 
Ahli Walikota Pematangsiantar; 

49. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 
201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

50. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 
2017 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota 
Pematangsiantar; 

51. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 
201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota 
Pematangsiantar; · 

52. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 
2017 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota 
Pematangsiantar; 

53. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 
2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 
2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2017. 

,• 

----------··-· --·---· - ··--·-----·--------- 



RESMAN '.ANJAITAN 
BERITA DAERAH OTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR : 1' 

NSYAH 

10. ANGGOTA 

9. ANGGOTA 

8. ANGGOTA Ditetapkan di Pematangsiantar 
pada tanggal OGP OtTbt,t, 2.0ff 
WALIKOTA P MATANGSlANTAR. 

Keterangan 

7. ANGGOTA 

2. WAKIL.KETUA Pasal 4 
a SEKRETARIS 

i--4_rA-N-GG_o_rA---+--lll'lr+----EN.raturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
i----r----+,1111~..t---PrPar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

5. AMGGOTA alik ' ' d r----+--irt---+~ngundangan Peraturan W ota mi engan penempatannya 
----+-F---+---1...14U-·am Berita Daerah Kota Pematangsiantar. 

NO JABATAN DAIAM TIM KET 
1. KETUA 

Pasal 3 
piran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 

gian yang tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 
r., "NGGARAN PEMERINTAH DACRAH L 

ICOTA PEMATANGSIANTAR . · 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini. 

NIHIL Rp. 

Rp. 148.432.838.715156 

Rp. 9.823.222.745,- 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
setelah Perubahan menjadi 
Jumlah Pembiayaan Netto 
setelah Perubahan menjadi 
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun berkenaan menjadi 

1.266.361.609,- Rp. 
8.556.861.136,- Rp. 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

setelah Perubahan menjadi Rp. 158.256.061.460,56 

b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah 

.: ·"°! .. 
11.. ANG<iOrA 

Rp. 148.130.590.445,- 

Rp. 10.125.471.015,56 

1) Semula 

2) Bertambah 

,j 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 


